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ABSTRAK 

lmp1ementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara 

Nama : Bennis Manik 
N i m  : 071.801 078 

Program 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

1. Pendahuluan 

: Magister Administrasi Publik 
: Prof.DR.Erika Revida,Dra,MS 
: Drs.Miftahuddin MBA 

Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu pelaku 

ekonomi dan merupakan wujud kehidupan ekonomi sebahagian besar rakyat Indonesia 

dan juga merupakan jalur utama sistim ekonomi kerakyatan. 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Sumatera Utara secara Kwantitas cukup 

memadai hal ini terlihat meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

namun secara kualitas masih jauh dari yang diharapkan dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat yang pada akhimya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, berbagai 

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka 

pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian K wantitatip Diskriftif. 

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek 

yang alami (natural) dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci Hasil penelitian 

kwalitatif lebih menekankan makna daripada Generalisasi. Penelitian kwalitatif lebih 

menekankan pada pemahaman hubungan yang kompleks diantara semua yang ada dan 

mencoba membangun pemahaman yang tegas untuk membaca melalui deskripsi 
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merupakan wujud kehidupan ekonomi sebahagian besar rakyat 

juga merupakan jalur utama sistim ekonomi kerakyatan. 

Usaha Kecil Menengah di Provinsi Sumatera Utara secara Kwantitas 

terlihat meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan Usaha Kecil 

kualitas masih jauh dari yang diharapkan dalam meningkatkan 

pada akhimya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, 

dilakukan oleh Pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian K wantitatip 



3. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5 ( lima ) unsur yang mempengaruhi 

implementasi Kebijakan dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu terbatasnya sarana dan prasarana 

penunjang kebijakan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,rendahnya 

pengetahuan Pengurus Koperasi dan pelaku Usaha Kecil Menengah sehingga tidak 

mampu bersaing dengan pelaku Usaha lainnya yang sejenis dan kebijakan yang 

dikeluarkan Pemerintah kurang dimengerti oleh pelaku Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah,rendahnya kualitas surnber daya manusia yang dimiliki oleh pelaku Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah sehingga usaha yang dilakukan masih monoton tanpa ada 

pengembangan usaha. 

Penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara serat angket pertanyaan yang 

disebarluaskan kepada pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah binaan Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Surnatera Utara bahwa irnpelementasi 

kebijakan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah binaan Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Surnatera belurn berjalan efektif. 

4. Kata Kunci. 

Pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mengentaskan kemiskinan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kurang dimengerti pelaku Koperasi 

Menengah,rendahnya kualitas surnber daya manusia yang dimiliki oleh pelaku 

Menengah sehingga usaha yang dilakukan masih monoton 

usaha. 

dilakukan baik melalui wawancara serat angket pertanyaan 

kepada pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Usaha Kecil Menengah Provinsi Surnatera Utara bahwa 

pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah binaan Dinas 

Menengah Provinsi Surnatera belurn berjalan efektif. 

ekonomi rakyat untuk mengentaskan kemiskinan 



KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan 

Rahmat-Nya sehingga penulis sampai dengan saat ini diberikan kesehatan dan kekuatan serta 

anugerah dalam penyusunan Tesis ini sampai dengan selesai. Adapun tujuan penulisan tesis 

ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Magister 

Administrasi Publik. Adapun judul Tesis yang penulis angkat dalam penulisan Tesis ini 

adalah : '" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN 

USAHA KECIL MENENGAH BINAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL 

MENENGAH PROVINSI SUMA TERA UT ARA " Tesis ini disusun untuk memenuhi 

salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pasca 

Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area Medan. 

Tesis ini berisikan pembahasan tentang implementasi kebijakan Pemerintah dalam 

pengembangan Koperasi dan U saha Kecil Menengah binaan Dinas Koperasi dan U saha Kecil 

Menengah Provinsi Sumatera Utara dimana Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai 

pelaku Ekonomi yang merupakan ekonomi kerakyatan yang secara kwantitas menunjukkan 

perkembangan yang baik namun secara kualitas keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah belum sepenuhnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,hal ini terlihat 

bahwa usaha yang dikelola oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih sebatas untuk 

lepas makan saja sehingga pemerintah mengupayakan pengembangan Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah melalui berbagai kebijakan. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak 

kekurangannya. oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk 

menenma saran maupun kritikan yang konstruktif,dari para pembaca demi 

penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah penegetahuan dan bobot dari tesis 

ini,semoga tesis ini dapat bermanfaat,khususnya bagi kita yang mau perduli akan nasib 

v 
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USAHA KECIL MENENGAH BINAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL 
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guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program 

Administrasi Publik Universitas Medan Area Medan. 

berisikan pembahasan tentang implementasi kebijakan Pemerintah 

Koperasi dan U saha Kecil Menengah binaan Dinas Koperasi dan 

Sumatera Utara dimana Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

yang merupakan ekonomi kerakyatan yang secara kwantitas 

yang baik namun secara kualitas keberadaan Koperasi dan Usaha 

sepenuhnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,hal 
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1.1 . Latar belakang. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

dapat dipandang sebagai suatu perubahan dalam sistim Administrasi Negara 

Republik Indonesia dan lahimya Undang-undang ini menegaskan kembali 

sikap Pemerintah Pusat setelah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

untuk rnenyerahkan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah 

dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sesuai Undang

undang ini pada prinsipnya semua kewenangan bidang pemerintahan 

adalah milik Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat melalui berbagai kebijakan, serta mampu mengakomodasi 

kepentingan kepentingan yang mengemuka akan sangat menentukan 

keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Amanah Undang

undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut. 

Mengingat sangat luasnya kewenangan yang harus dijalankan oleh 

Pemerintah Daerah, maka potensi munculnya konflik dan hambatan dalam 

menjalankan kewenangan tersebut selalu timbul. Benturan kepentingan 

antara Pemerintah Daerah di satu sisi dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan masyarakat disisi lain yang menuntut kualitas pelayanan 

yang lebih baik akan lebih mungkin terjadi, oleh karena itu sejauh mana 

Pemerintah Daerah mampu mengakomodasi kepentingan kepentingan yang 

mengemukan akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah UNIVERSITAS MEDAN AREA

Republik Indonesia dan lahimya Undang-undang ini menegaskan 

Pemerintah Pusat setelah Undang-undang Nomor 22 

rnenyerahkan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah 

mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sesuai 

undang ini pada prinsipnya semua kewenangan bidang pemerintahan 

milik Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pelayanan 

masyarakat melalui berbagai kebijakan, serta mampu mengakomodasi 

kepentingan kepentingan yang mengemuka akan sangat menentukan 

keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Amanah 

undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut. 

Mengingat luasnya kewenangan harus dijalankan 



dalam menjalankan amanah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, 

dalam hal ini salah satu faktor kunci adalah melalui penataan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi. 

Sementara ini masyarakat sedang menghadapi banyak perubahan 

dalam tingkat kecepatan yang sebelumnya tidak pemah sekalipun 

terpikirkan. Perubahan yang bergejolak (turbulem) dan kondisi ketidak 

pastian (uncertainty) yang terns berjalan dengan cepat dan tidak menentu 

dewasa ini telah mendorong birokrasi pemerintah unruk berpacu 

mengembangkan strategi perubahan dan kebijakan antisipatif, hal ini 

dimaksudkan agar pemerintah mampu menyesuaikan diri dengan berbagai 

ragam tuntutan baru dalam lingkungan strategis masyarakat yang 

bersangkutan. 

Di dalam suatu orgarnsas1, Pemerintah Daerah, perubahan yang 

terjadi sangatlah kompleks begitu juga dengan Satuan kerja Perangkat 

Daerah lainnya khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menyangkut berbagai aspek seperti 

pertimbangan terhadap nilai-nilai yang biasa mengungkung Birokrasi 

Pemerintahan. Saat ini dan dimasa depan semua organisasi Pemerintah 

Daerah menghadapi perubahan dalam siklus kehidupan organisasinya dari 

waktu ke waktu karena itu untuk menjadi organisasi masa depan, maka 

Pemerintah Daerah harus pula dapat menyelesaikan masalah sehari hari 

seperti apabila Pemerintah Daerah akan merencanakan Strategi 

Pengernbangan rnelalui suatu Kebijakan dalam rangka Pernberdayaan 

khususnya Ekonorni Kerakyatan. 
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dewasa ini telah mendorong birokrasi pemerintah unruk 

mengembangkan strategi perubahan dan kebijakan antisipatif, 

dimaksudkan agar pemerintah mampu menyesuaikan diri dengan 

tuntutan baru dalam lingkungan strategis masyarakat 

bersangkutan. 

Di dalam suatu orgarnsas1, Pemerintah Daerah, perubahan 

sangatlah kompleks begitu juga dengan Satuan kerja 

Daerah lainnya khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menyangkut berbagai aspek seperti 

pertimbangan terhadap nilai-nilai yang biasa mengungkung 
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